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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Kondisi yang masih terus dihadapkan pada ketidakpastian baik dari segi harga minyak dunia dan prospek pertumbuhan ekonomi dunia berdampak pula pada stabititas perekonomian dalam negeri dimana fluktuasi harga minyak mentah dalam negeri atau Indonesia Crude Oil Price/ICP  (lihat Tabel 1.1)  yang juga mengacu pada setiap perkembangan harga minyak dunia  telah memberikan intervensi yang begitu besar terhadap struktur anggaran negara dalam APBN sehingga dapat mengancam keteguhan fungsi stabilitasi APBN dalam mempertahankan keseimbangan fundamental perekonomian di dalam negeri. 
Tabel 1.1
Pergerakan Harga ICP sejak tahun 2004 – Sekarang 
	Tahun/Periode
	Harga ICP
(US$/barel)
	Kenaikan/ Penurunan

	
	
	/
	Angka
	%

	2004 (realisasi)
	50,00
	
	 
	 

	2005 (realisasi)
	53,40
	
	3,40
	6,8

	2006 (realisasi)
	64,26
	
	10,86
	20

	2007 (realisasi
	72,31
	
	8,05
	13

	2008/awal smstr1
	147,00
	
	74,69
	103

	2008/Maret
	140,00
	
	7,00
	4,8

	2008/Juli-Ags
	115,00
	
	25,00
	18

	2008/Oktober
	80,00
	
	35,00
	30

	2008/November
	66,00
	
	14,00
	18


Sumber: RAPBN 2009 Depkeu RI, http://www.fiskal.depkeu.go.id: 2008 (diolah kembali)

Sebagaimana telah diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) minyak bumi mempunyai peranan yang cukup besar dari sisi penerimaan negara, khususnya untuk penerimaan negara bukan pajak karena minyak bumi masih memberikan sumbangan penerimaan paling besar (RAPBN 2009). 
Untuk dapat lebih jelas lagi dalam menilai hubungan harga ICP dan penerimaan dalam negeri berikut disertakan data mengenai pergerakan harga minyak dan penerimaan dalam negeri RI sejak tahun 2004 dalam Tabel 1.2 berikut ini:
Tabel 1.2
Pergerakan Harga ICP, Penerimaan Dalam Negeri, dan PDB RI sejak tahun 2004
	No
	Keterangan
	Harga ICP
	Penerimaan Dalam Negeri RI
	PDB RI

	
	
	
	Pajak
	Bukan Pajak
	Total PDN
	

	
	
	(USD/
Barel)
	Kenaikan/ Penurunan
	(triliun rupiah)
	Kenaikan/ Penurunan
	(triliun rupiah)
	Kenaikan/ Penurunan
	(triliun rupiah)
	Kenaikan/ Penurunan
	(miliar rupiah)
	Kenaikan/ 
Penurunan

	
	
	
	/
	Angka
	%
	
	/
	Angka
	%
	
	/
	Angka
	%
	
	/
	Angka
	%
	
	/
	Angka
	%

	1
	APBN 2004(real)
	50,00
	
	
	
	280,6
	
	
	
	122,5
	
	
	
	403,1
	
	
	
	2303031,0
	
	
	

	2
	APBN 2005(real)
	53,40
	
	3,40
	6,80
	347,0
	
	66,40
	23,66
	146,9
	
	24,36
	19,87
	493,9
	
	90,80
	22,53
	2784960,4
	
	481929,4
	20,93

	3
	APBN 2006(real)
	64,26
	
	10,86
	20,34
	409,2
	
	62,20
	17,93
	226,9
	
	80,00
	54,46
	636,2
	
	142,30
	28,81
	3338195,7
	
	553235,3
	19,87

	4
	APBN 2007(real)
	72,31
	
	8,05
	12,53
	491,0
	
	81,80
	19,99
	215,1
	
	11,80
	5,20
	706,1
	
	69,90
	10,99
	3957403,9
	
	619208,2
	18,55

	5
	APBN 2008(p.real)
	127,18
	
	54,87
	75,88
	641,0
	
	150,00
	30,55
	363,1
	
	148,00
	68,81
	1004,1
	
	298,00
	42,20
	4681877,9
	
	724474,0
	18,31

	6
	RAPBN 2009
	130,00
	
	2,82
	2,22
	748,9
	
	107,90
	16,83
	374,1
	
	11,00
	3,03
	1123,0
	
	118,90
	11,84
	5295344,4
	
	613466,5
	13,10

	7
	NK RAPBN 2009
	100,00
	
	30,00
	23,08
	726,3
	
	22,60
	3,02
	295,4
	
	78,70
	21,04
	1021,6
	
	101,40
	9,03
	5295344,4
	=
	0,0
	0,00


Sumber: RAPBN 2009 Depkeu RI, http://www.fiskal.depkeu.go.id: 2008, (diolah kembali) 


Berdasarkan data dalam tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi harga ICP pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebanyak US$3,40 atau sebesar  6,80% dari harga realisasi pada tahun sebelum dan jumlah realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan bukan pajak pun sama-sama mengalami kenaikan masing-masing sebanyak Rp66,40 dan Rp24,36 triliun atau sebesar 23,66% dan 19,87%, selanjutnya gabungan angka realisasi kenaikan ini berakibat pula terhadap total realisasi penerimaan dalam negeri (PDN) sebanyak Rp90,80 triliun atau sebesar 22,53% dari angka realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi sumbangan penerimaan dalam negeri ini juga berakibat terhadap kenaikan realisasi PDB (Produk Domenstik Bruto) RI sebanyak Rp481929,4 miliar atau sebesar 20,93% dari realisasi PDB tahun sebelumnya.
Selanjutnya, realisasi harga ICP pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebanyak US$10,86 atau sebesar  20,34% dari harga realisasi pada tahun sebelum dan jumlah realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan bukan pajak pun sama-sama mengalami kenaikan masing-masing sebanyak Rp62,20 dan Rp80,00 triliun atau sebesar 17,93% dan 54,46%, selanjutnya gabungan angka realisasi kenaikan ini berakibat pula terhadap total realisasi penerimaan dalam negeri (PDN) sebanyak Rp142,30 triliun atau sebesar 28,81% dari angka realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi sumbangan penerimaan dalam negeri ini juga berakibat terhadap kenaikan realisasi PDB (Produk Domenstik Bruto) RI sebanyak Rp553235,3 miliar atau sebesar 19,87% dari realisasi PDB tahun sebelumnya.
Adapun realisasi harga ICP pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebanyak US$8,05 atau sebesar  12,53% dari harga realisasi pada tahun sebelum dan jumlah realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak mengalami kenaikan masing-masing sebanyak Rp81,80 atau sebesar 19,99% namun terjadi penurunan dalam realisasi penerimaan bukan pajak sebanyak Rp11,80 triliun atau sebesar 5,20%,, selanjutnya gabungan angka realisasi kenaikan dan penurunan tetap berdampak positif terhadap realisasi kenaikan total penerimaan dalam negeri (PDN) sebanyak Rp69,90 triliun atau sebesar 10,99% dari angka realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi sumbangan penerimaan dalam negeri ini juga berakibat terhadap kenaikan realisasi PDB (Produk Domenstik Bruto) RI sebanyak Rp619208,2 miliar atau sebesar 18,55% dari realisasi PDB tahun sebelumnya.
Perkiraan realisasi harga ICP dalam tahun 2008 mengalami kenaikan sebanyak US$54,87 atau sebesar  75,88% dari harga realisasi pada tahun sebelum dan jumlah perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan bukan pajak pun sama-sama mengalami kenaikan masing-masing sebanyak Rp150,00 dan Rp148,00 triliun atau sebesar 30,55% dan 68,1% dari angka realisasi tahun sebelumnya, selanjutnya gabungan angka perkiraan realisasi kenaikan ini berakibat pula terhadap total perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri (PDN) sebanyak Rp298,00 triliun atau sebesar 42,20% dari angka realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya. Kenaikan perkiraan realisasi sumbangan penerimaan dalam negeri ini juga berakibat terhadap kenaikan perkiraan realisasi PDB (Produk Domenstik Bruto) RI sebanyak Rp724474,0 miliar atau sebesar 18,31% dari realisasi PDB tahun sebelumnya.
Adapun asumsi harga ICP dalam RAPBN tahun 2009 mengalami penurunan sebanyak US$2,82 atau sebesar  2,22% dari harga perkiraan realisasi dalam tahun sebelumnya dan jumlah perkiraan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan bukan pajak dalam RAPBN 2009 pun sama-sama mengalami penurunan masing-masing sebanyak Rp107,90 dan Rp11,00 triliun atau sebesar 16,83% dan 3,03% dari angka perkiraan perkiraan dalam tahun sebelumnya, selanjutnya gabungan angka perkiraan penurunan ini berakibat pula terhadap total perkiraan penerimaan dalam negeri (PDN) sebanyak Rp118,90 triliun atau sebesar 11,84% dari angka perkiraan realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya. Namun penurunan sumbangan perkiraan penerimaan dalam negeri ini tetap perpengaruh positif terhadap perkiraan PDB (Produk Domenstik Bruto) RI sebanyak Rp613466,5 miliar atau sebesar 13,1% dari perkiraan realisasi PDB tahun sebelumnya.
Sedangkan asumsi harga ICP dalam NK RAPBN tahun 2009 mengalami penurunan sebanyak US$30 atau sebesar  23,8% dari harga asumsi dalam RAPBN-nya dan jumlah perkiraan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan bukan pajak pun sama-sama mengalami penurunan masing-masing sebanyak Rp22,69 dan Rp78,70 triliun atau sebesar 3,02% dan 78,70% dari perkiraan penerimaan dalam RAPBN-nya, selanjutnya gabungan angka asumsi penurunan ini berakibat pula terhadap total perkiraan penerimaan dalam negeri (PDN) sebanyak Rp101,4 triliun atau sebesar 9,03% dari angka perkiraan penerimaan dalam RAPBN-nya. Namun perkiraan PDB dalam tahun 2009 tetap sebanyak Rp 5295344,4 miliar meskipun terjadi perkiraan penurunan terhadap sumbangan penerimaan dalam negeri.
Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa harga minyak ICP berpengaruh terhadap penerimaan dalam negeri (baik dalam realisasi maupun dalam perkiraan realisasinya). Terjadinya kenaikan harga ICP berdasarkan data-data tahun APBN dan RAPBN diatas, umumnya memberikan pengaruh yang positif terhadap angka penerimaan dalam negeri baik dari sektor pajak maupun bukan pajak dalam tahun yang bersangkutan, dan berlaku pula sebaliknya. Sedang untuk PDB, harga minyak umumnya tidak berpengaruh negatif terhadap angka PDB, namun jika dilihat berdasarkan angka persentase perubahan kenaikan tiap tahun harga ICP berpengaruh terhadap percepatan angka persentase kenaikan PDB tersebut. 
Besaran angka penerimaan negara selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan alokasi biaya dalam anggaran belanja negara Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa selain berpengaruh terhadap sisi pendapatan negara, fluktuasi perubahan harga minyak mentah Indonesia juga mempengaruhi perubahan pos-pos belanja dalam APBN, yaitu pada belanja pemerintah pusat, serta dana bagi hasil pada belanja ke daerah (RAPBN 2009: VI-59). 
Untuk dapat lebih jelas lagi dalam menilai hubungan angka penerimaan dalam negeri dan pengalokasian belanja negara berikut disertakan data mengenai pergerakan penerimaan dalam negeri dan belanja negara RI sejak tahun 2004 dalam Tabel 1.3 berikut ini:
Tabel 1.3
Pergerakan Penerimaan Dalam Negeri dan Belanja Negara RI sejak tahun 2004
	No
	Keterangan
	Total PDN
	Belanja Negara RI

	
	
	
	Total BN
	B.PP
	Trnsfr ke Daerah

	
	
	(triliun rupiah)
	Kenaikan/ Penurunan
	(triliun rupiah)
	Kenaikan/ Penurunan
	(triliun rupiah)
	Kenaikan/ Penurunan
	(triliun rupiah)
	Kenaikan/ Penurunan

	
	
	
	/
	Angka
	%
	
	/
	Angka
	%
	
	/
	Angka
	%
	
	/
	Angka
	%

	1
	APBN 2004 (real)
	403,1
	
	 
	 
	427,2
	
	 
	 
	297,5
	
	 
	 
	129,7
	
	 
	 

	2
	APBN 2005 (real) 
	493,9
	
	90,8
	22,5
	509,6
	
	82,4
	19,3
	361,2
	
	63,7
	21,4
	150,5
	
	20,8
	16,0

	3
	APBN 2006 (real)
	636,2
	
	142,3
	28,8
	667,1
	
	157,5
	30,9
	440,1
	
	78,9
	21,8
	226,2
	
	75,7
	50,3

	4
	APBN 2007 (real)
	706,1
	
	69,9
	11,0
	757,6
	
	90,5
	13,6
	504,6
	
	64,5
	14,7
	253,3
	
	27,1
	12,0

	5
	APBN 2008 (p.real)
	1004,1
	
	298,0
	42,2
	1097,6
	
	340,0
	44,9
	804
	
	299,4
	59,3
	293,6
	
	40,3
	15,9

	6
	RAPBN 2009
	1123,0
	
	118,9
	11,8
	1203,3
	
	105,7
	9,6
	867,2
	
	63,2
	7,9
	336,2
	
	42,6
	14,5

	7
	NK RAPBN 2009
	1021,6
	
	101,4
	9,0
	1122,2
	
	81,1
	6,7
	818,2
	
	49,0
	5,7
	303,9
	
	32,3
	9,6


Sumber: RAPBN 2009 Depkeu RI, http://www.fiskal.depkeu.go.id: 2008 (diolah kembali)

Berdasarkan data dalam tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi PDN pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebanyak Rp90,8 triliun atau sebesar  22,5% dari angka realisasi pada tahun sebelumnya, kenaikan realisasi PDN dalam tahun tersebut disertai pula dengan peningkatan total realisasi belanja negara dalam tahun yang bersangkutan yakni sebanyak Rp82,4 triliun atau sebesar 19,3% dari realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Belanja negara dan dana transfer ke daerah sebagai komponen dari belanja negara masing-masing memberikan kontribusi realisasi kenaikan total belanja yang berasal dari kenaikan sebanyak Rp63,7 dan Rp 20,8 triliun atau sebesar 21,4% dan 16,0% dari angka realisasi masing-masing belanja pada tahun sebelumnya .   
Selanjutnya, realisasi PDN pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebanyak Rp142,3 triliun atau sebesar  28,8% dari angka realisasi pada tahun sebelumnya, kenaikan realisasi PDN dalam tahun tersebut disertai pula dengan peningkatan total realisasi belanja negara dalam tahun yang bersangkutan yakni sebanyak Rp157,5 triliun atau sebesar 19,3% dari realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Belanja negara dan dana transfer ke daerah sebagai komponen dari belanja negara masing-masing memberikan kontribusi realisasi kenaikan total belanja yang berasal dari kenaikan sebanyak Rp78,9 dan Rp75,7 triliun atau sebesar 21,8% dan 50,3% dari angka realisasi masing-masing belanja pada tahun sebelumnya.   
Adapun, realisasi PDN pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebanyak Rp69,9 triliun atau sebesar  11,0% dari angka realisasi pada tahun sebelumnya, kenaikan realisasi PDN dalam tahun tersebut disertai pula dengan peningkatan total realisasi belanja negara dalam tahun yang bersangkutan yakni sebanyak Rp90,5 triliun atau sebesar 13,6% dari realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Belanja negara dan dana transfer ke daerah sebagai komponen dari belanja negara masing-masing memberikan kontribusi realisasi kenaikan total belanja yang berasal dari kenaikan sebanyak Rp64,5 dan Rp27,1 triliun atau sebesar 14,7% dan 12,0% dari angka realisasi masing-masing belanja pada tahun sebelumnya.   
Sedangkan perkiraan realisasi PDN dalam tahun 2008 mengalami kenaikan sebanyak Rp298,0 triliun atau sebesar  42,2% dari angka realisasi pada tahun sebelumnya, kenaikan perkiraan realisasi PDN dalam tahun tersebut disertai pula dengan peningkatan total perkiraan realisasi belanja negara dalam tahun yang bersangkutan yakni sebanyak Rp340,0 triliun atau sebesar 44,9% dari realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Belanja negara dan dana transfer ke daerah sebagai komponen dari belanja negara masing-masing memberikan kontribusi perkiraan realisasi kenaikan total belanja yang berasal dari perkiraan realisasi kenaikan sebanyak Rp299,4 dan Rp40,3 triliun atau sebesar 59,3% dan 15,9% dari angka realisasi masing-masing belanja pada tahun sebelumnya.   
Perkiraan PDN dalam RAPBN tahun 2009 mengalami kenaikan sebanyak Rp118,9 triliun atau sebesar  11,8% dari angka perkiraan realisasi pada tahun sebelumnya, kenaikan perkiraan PDN dalam RAPBN 2009 tersebut disertai pula dengan peningkatan total perkiraan belanja negara dalam tahun yang bersangkutan yakni sebanyak Rp105,7 triliun atau sebesar 9,6% dari perkiraan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Belanja negara dan dana transfer ke daerah sebagai komponen dari belanja negara masing-masing memberikan kontribusi perkiraan kenaikan total belanja yang berasal dari perkiraan kenaikan sebanyak Rp63,2 dan Rp42,6 triliun atau sebesar 7,9% dan 14,5% dari angka perkiraan realisasi masing-masing belanja pada tahun sebelumnya.   
Adapun, perkiraan PDN dalam NK RAPBN tahun 2009 mengalami penurunan sebanyak Rp101,4 triliun atau sebesar  9% dari angka perkiraan dalam RAPBN-nya, penurunan perkiraan PDN dalam NK RAPBN 2009 tersebut disertai pula dengan penurunan total perkiraan belanja negara yakni sebanyak Rp81,1 triliun atau sebesar 6,7% dari perkiraan dalam RAPBN-nya. Belanja negara dan dana transfer ke daerah sebagai komponen dari belanja negara masing-masing memberikan kontribusi perkiraan penurunan total belanja yang berasal dari perkiraan penurunan sebanyak Rp49,0 dan Rp32,3 triliun atau sebesar 5,7% dan 9,6% dari angka perkiraan dalam RAPBN-nya.   
Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa besarnya PDN (baik dalam realisasi maupun dalam perkiraan realisasinya) berpengaruh terhadap besarnya alokasi belanja negara baik belanja pemerintah pusat maupun untuk dana transfer ke daerah. Dari keseluruhan keterjadian kenaikan dan penurunan PDN dan belanja negara berdasarkan data diatas umumnya memperlihatkan pemberian pengaruh yang positif dari PDN terhadap angka alokasi di semua komponen belanja negara 
Sebagai salah satu perangkat kebijakan fiskal, anggaran belanja negara di dalam APBN mempunyai pengaruh yang cukup kuat di dalam mempengaruhi, baik arah dan pola alokasi sumber daya ekonomi antarbidang, antarsektor, dan antarkegiatan dalam masyarakat, maupun distribusi hasil pembangunan. Adanya keterbatasan sumber daya seperti yang terjadi pada saat sekarang ini menyebabkan anggaran mempunyai trade-offs, sebagian uang tidak dapat dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang yang lain, atau adanya penambahan jumlah pajak yang dibayar publik. Pemerintah tidak mungkin memenuhi permintaan seluruh stakeholder-nya secara simultan. Pemerintah memutuskan bidang mana yang akan didahulukan atau diprioritaskan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut (Mardiasmo:2005).
Segala bentuk pengeluaran belanja yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikelompokan ke dalam dua jenis anggaran sebagaimana diungkapkan Mardiasmo (2005: 66 – 67) bahwa secara garis besarnya jenis anggaran dalam sektor publik dibagi menjadi dua yakni: (i) anggaran operasional (operation/recurrent budget); dan (ii) anggaran modal (capital/investment budget). Berdasarkan penjelasannya, didapat 2 (dua) perbedaan mendasar dari masing-masing anggaran yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam menggarisbesarkan klasifikasi belanja negara. 
Pertama, anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan, sedangkan anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. 
Kedua, jika dilihat dari komponen pengeluaran, maka beda terjelas dari kedua anggaran ini adalah bahwa komponen-komponen pengeluaran dalam anggaran operasional adalah ditujukan untuk jenis pengeluaran yang masa manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak akan menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah serta sifat pengeluaran ini adalah berulang-ulang dalam setiap tahun, sedangkan komponen-komponen pengeluaran dalam anggaran modal ditujukan jenis pengeluaran yang masa manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan menambah asset atau kekayaan pemerintah. 
Dari penggolongan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jenis belanja dalam sektor publik terbagi kedalam dua, yakni belanja operasional dan belanja modal dimana sifat dari masing-masing tercermin dari ciri kelompok anggarannya.  
Dalam sebuah masyarakat demokratis, rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui proses pemilihan umum. Politisi menstranslasikan mandat tersebut dalam bentuk kebijakan publik dan program yang memberi manfaat bagi pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Dengan begitu berarti untuk dapat melihat bagaimana sebenarnya kecendrungan prioritas program yang sedang dijalankan oleh pemerintah dapat dilihat dari angka realisasi pos-pos belanja dalam anggaran tersebut. Arti penting kebijakan pengalokasian belanja negara yang ditetapkan oleh pemerintah terutama dalam kondisi ketidakpastian seperti sekarang yang juga melatar belakangi penelitian ini digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 1.1
Latar Belakang Penelitian
Melihat latar belakang dan masalah yang telah dijelaskan  diatas maka penulis pun tertarik untuk meneliti kebijakan dalam pengalokasian belanja negara ini, dengan mengambil judul “Pengaruh Belanja Operasional Terhadap Belanja Modal – Studi Empiris Terhadap  Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia (APBN RI) Tahun Anggaran 2004 – 2008”. Pemerintah pusat dipilih sebagai objek karena di antara dua sumber pengeluaran negara yakni: (i) pemerintah pusat, dan (ii) pemerintah daerah melalui transfer dana, pemerintah pusatlah yang menghabiskan sebagaian besar proporsi pengeluaran dalam anggaran belanja negara dengan perbandingan 3:1.

1.2 Rumusan Masalah
Identifikasi permasalahan yang akan diangkat berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengalokasian belanja operasional Pemerintah Pusat pada APBN RI tahun 2004 – 2008.
1. Bagaimana pengalokasian belanja modal Pemerintah Pusat pada APBN RI tahun 2004 – 2008.
1. Bagaimana pengaruh alokasi belanja operasional terhadap belanja modal pada APBN RI tahun 2004 – 2008.



1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tetang pengaruh pengalokasian belanja operasional dalam anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam realisasi APBN RI tahun 2004 – 2008 terhadap alokasi belanja modalnya.
1.3.2 Tujuan Penelitian
Menjawab apa yang menjari rumusan permasalahan maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan realisasi alokasi belanja operasional Pemerintah Pusat dalam realisasi APBN RI tahun 2004 – 2008.
1. Untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan realisasi alokasi belanja modal Pemerintah Pusat dalam realisasi APBN RI tahun 2004 – 2008.
1. Untuk dapat menghitung, mengetahui, dan mendeskripsikan pengaruh alokasi belanja operasional terhadap alokasi belanja modal pada anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam realisasi APBN RI tahun 2004 – 2008
1.4 Kegunaan Penelitian
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini telah memperdalam wawasan penulis mengenai objek yang diteliti, yaitu sumber penerimaan pendapatan dan belanja negara Indonesia secara umum dan secara khusus mengenai komponen belanja operasional dan belanja modal yang menjadi beban Pemerintah Pusat dalam APBN RI serta memahami bagaimana hubungan dan pengaruh diantara keduanya. 
1. Bagi Institusi
Pemerintah dipilih melalui pemilu sebagai wakil rakyat sehingga diharapkan segala bentuk kebijakan alokasi belanja dalam anggaran yang diambil oleh Pemerintah utamanya Pemerintah Pusat harus berpihak kepada kepentingan rakyatnya selaku stakehorders. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam mengevaluasi kembali sejauh mana keberpihakan pemerintah kepada kepentingan rakyatnya berdasarkan pengimbangan kebijakan alokasi belanja operasional terhadap belanja modal. Kebijakan dalam belanja operasional diidentikkan sebagai usaha pemerintah dalam mengatur dan mengurus kebutuhan dirinya sendiri sedang kebijakan dalam belanja modal diidentikkan sebagai keseriusan usaha pemerintah dalam membantu perbaikan kesejahteraan perekonomian masyarakat Indonesia secara keseluruhan melalui pemerataan pertumbuhan dan pembangunan.
1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi bagi mereka yang tertarik untuk membahas atau meneliti lebih lanjut permasalahan yang penulis bahas.
2 
3 
4 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 
1.5.1 Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis melakukannya pada Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta Pusat 10710.
1.5.2 Waktu Penelitian
Adapun lamanya waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Nopember 2008 sampai dengan Pebruari 2009. Jadwal untuk waktu penelitian yang dilakukan penulis terlihat pada Tabel 1.4 di bawah ini.
Tabel 1.4
Jadwal Penelitian
	No
	Bulan
	Nop’08
	Des’08
	Jan’09
	Peb’09

	
	Kegiatan/Minggu ke
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1
	Persiapan UP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Penyusunan UP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Seminar UP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Pengumpulan Data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Pengolahan Data dan Analisis Data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Penyusunan Laporan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Sidang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











